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ABSTRAK

Angkola merupakan suku Batak yang mayoritas beragama Islam dengan
sistem kekerabatan patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak ayah maka
kehadiran anak laki-laki sangat berarti dan apabila sebuah keluarga belum
mempunyai keturunan laki-laki, pengangkatan anak adalah solusinya. Studi tentang
status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola di
Tapanuli Selatan ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh perbedaan mengenai
waris anak angkat, dimana suku Batak memposisikan anak angkat terutama anak
laki-laki dapat menjadi ahli waris, sebaliknya Islam sebagai agama mayoritas
masyarakat Angkola menegaskan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris.

Adat istiadat yang hidup di masyarakat lahir melalui proses dialog panjang
antara adat dan agama. Terdapat usaha-usaha yang konsisten dalam Masyarakat
Batak Angkola untuk merekonsiliasi kedua aturan hukum tersebut jika terjadi
kontradiksi melalui prinsip hombar ni adat dohot ibadat (Adat dan ibadat
senantiasa harus beriringan). Untuk itu perumusan masalah dalam skripsi ini
bertujuan untuk meneliti bagaimana status anak angkat dalam masyarakat Batak
Angkola, bagaimana pengaruh adat dan agama dalam penentuan status tersebut, dan
bagaimana hubungan yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam pada
penentuan status anak angkat dalam pembagian harta warisan di masyarakat
Angkola Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan
mengamati praktek kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat Batak Angkola
guna memahami lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam dan
hukum Adat. Sumber data ditemukan melalui observasi lapangan, dokumentasi dan
wawancara dengan menentukan informan melalui teknik snowball sampling.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa anak angkat pada
masyarakat Batak Angkola dapat dibedakan menjadi dua, yakni anak yang diangkat
secara adat yang dapat mengubah statusnya menjadi anak yang berhak mewarisi
harta, kedudukan, dan marga orangtua yang mengangkatnya, namun pengangkatan
seperti ini sudah ditemukan lagi. Kemudian anak yang diangkat dengan hanya
menyematkan marga orangtua angkat padanya disertai dengan upa-upa. Anak yang
diangkat seperti ini yang kerap terjadi, dan anak ini tidak akan menjadi ahli waris
harta orangtua angkatnya melainkan hanya mendapat warisan melalui wasiat
wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta waris. Sehingga telah terjadi kompromi
antara hukum Islam dan hukum Adat dalam menetapkan posisi anak angkat pada
kewarisan. Pertemuan kedua sistem hukum tersebut (Asimilasi) membuat suatu
formulasi hukum baru (Akulturasi) yang mengakomodir kepentingan kedua sistem
hukum tanpa menghilangkan prinsip masing-masing hukum tersebut. Dengan
demikian keberadaan lebih dari satu sistem hukum pada suatu kegiatan dapat
berjalan secara harmonis (Pluralisme Hukum) dengan melakukan modifikasi baik
pada hukum Adat dan hukum Islam (Transplantasi Hukum).
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan kata
Bahasan Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987

dan 05936/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
<@ Ba’ b be
<« Ta’ t te
& Sa’ $ es (dengan titik diatas)
d Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
: 73l z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
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o Syin
o Sad
ua Dad
b Ta’
5 73
< ‘Ain
¢ Gain
= Fa’
d Qaf
d Kaf
J Lam
¢ Mim
< Niin
3 Waw
® Ha’
& Hamzah
¢ Ya

Sy

es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

[3

el

3

em
‘en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
Badaia ditulis Muta’addidah
X ditulis ‘iddah

C. Ta’marbitah di akhir kata




1. Bila dimatikan ditulis h

LR

ditulis

ditulis

Hikmah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis h

sl ¥idal <

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis tatau h

hdliBls ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
o fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
= dammah ditulis u
E. Vokal Panjang




1 || Fathah +alif lals ditulis a . jahiliyyah

2 | Fathah + ya’ mati (e ditulis a : tansa

3 || Kasrah + ya’ mati S ditulis i karim

4 | Dammah + wawu mati =8 ditulis i - furid

F. Vokal Rangkap

1 | Fathah ya mati ditulis ai
A ditulis bainakum

2 || Fathah wawu mati ditulis au
Js ditulis gaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

A ditulis a’antum

< e ditulis u’iddat
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£ A4 o

ditulis

la’in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Dbila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan “1”

Sal

bl

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

slad) ditulis as-Sama’
madd) ditulis asy-Syams
I.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
o298l (g 93 ditulis Zawi al-furiid
) Ja ditulis Ahl as-Sunnah

J.  Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk
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untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah
huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya. Contoh:

Sioall a8 05 63 Gliaa; 5 Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya
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KATA PENGANTAR

ﬁ;)l\ Caa ) 4 s
el Gyl e Sl 33l 5 alall Calda (gl 8 sagdl J 350 (501 4 aeall
3¢l Gl g A Gluals gl il s dsnia s all o5 desna Lias g B (ol yall 5
2 Wl Al g g oue laana Gl ag Sl g AN Y

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam penulis rangkum dalam kalimat
hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmad dan hidayah-
Nya Penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul “Status Anak
Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara”. Shalawat beserta salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya,
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menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengangkatan anak (adopsi) secara umum dapat diartikan sebagai
sebuah proses dimana beralihnya hak asuh serta kewajiban orangtua terhadap
anak kandungnya dan wewenang tersebut dilimpahkan kepada orang tua lain
yang hendak mengasuh anak tadi.! Pengangkatan anak telah lama dipraktekkan
bahkan jauh sebelum agama Islam datang. Dalam prakteknya, pengangkatan
anak yang dibenarkan menurut syariat Islam ialah yang tidak mengubah garis
nasab si anak sehingga hukumnya tidak mempengaruhi status kemahraman dan
sistem pembagian waris bagi anak tersebut.?

Di Indonesia praktek pengangkatan anak dapat ditempuh melalui jalur
hukum dan adat.® Secara hukum yakni sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik melalui pengadilan negeri (bagi adopsi

! Pasal 171 huruf (h) KHI menetapkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam
hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan.”

2 Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), him.45

% Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak,
pasal 2: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



antar negara (intercountry adoption) dan atau adopsi di luar hukum Islam) maupun
melalui peradilan agama (bagi kalangan umat Islam).* Melalui jalur adat yaitu
dengan cara nonformal hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak orangtua yang
mengangkat dengan orangtua kandung anak yang diangkat yang juga biasanya
disertai dengan tradisi lokal tertentu mengenai pengangkatan anak.®

Pengangkatan anak secara adat sudah menjadi fenomena umum,
masyarakat Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam namun dalam hal
pengangkatan anak cenderung menerapkan hukum adat yang telah lama berakar.®
Pengangkatan anak dengan cara adat memiliki aturannya tersendiri. Seperti suku
Batak yang menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ditarik dari pihak
ayah.” Maka laki-laki merupakan figur dominan dalam keluarga, otomatis sebuah
keluarga dari suku Batak cenderung menginginkan keturunan laki-laki, maka jika

tidak memiliki, pengangkatan anak adalah solusinya.®

4 Undang-undang nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a
angka 20, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak
dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

5 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), him 25

6 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, “Hukum Perlindungan dan Pengangkat Anak di
Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.121

7 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali,
1983), him. 275

8Suku Batak adalah sebuah istilah kolektif yang tergabung dari beberapa etnis di dalamnya,
anatara lain Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola dan Mandailing, yang masing-masing
adalah kelompok yang berbeda tetapi terkait dengan bahasa dan kebiasaan (adat). Pada umumnya
agama yang mendominasi dianut oleh suku Batak adalah Kristen Protestan atau Katholik namun
kelompok BatakAngkola adalah etnis Batak yang mayoritas beragama Islam. Dengan berada di



Pengangkatan anak laki-laki di masyarakat Batak sedikitnya dapat
menimbulkan dua implikasi yang kaitannya dalam ranah perdata. Pertama, dalam
hal waris yakni anak angkat memiliki hak untuk mendapat warisan dari orangtua
angkatnya dan tidak lagi mewarisi dari orangtua kandungnya, dan orangtua angkat
berhak menerima harta warisan dari anak angkatnya.® Ter Haar menyebutkan
bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak bukan sebagai orang asing™°.
Mengenai jumlah harta warisan yang akan diterima anak angkat tidak ada ketentuan
khusus mengenai hal ini, namun perlu diketahui meskipun anak angkat dapat
menerima warisan layaknya anak kandung, tetapi pusaka turun-temurun keluarga
sama sekali tidak dapat diwariskan kepada anak angkat karena yang berhak

memperoleh harta pusaka adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

lingkungan yang kebayakan tidak menganut ajaran agama Islam tentu terjadi sebuah shockculture
atau keadaan dimana adat kebiasaan yang sudah berakar terbentur dengan doktrin agama yang
berujung pada halal dan haramnya kebiasaan tadi. Proses Islamisasi di suku Angkola cukup panjang,
bagaimana ajaran Islam mulai merasuki dan perlahan mengubah hal-hal yang tidak sesuai dengan
ajaran agama lIslam. Khususnya dalam sistem kewarisan, suku Batak Angkola-Angkola tetap
menganut sitem kewarisan patrilineal namun sedikit banyaknya sistem kewarisan tersebut telah
terpengaruh oleh sistem kewarisan Islam. Seperti yang dijelaskan bahwa pengangkatan anak laki-
laki khususnya di adat Batak adalah sesuatu yang rentan terjadi apabila keluarga tersebut tidak
memiliki keturunan laki-laki.

® Wawancara dengan Patuan na Banggar, Ketua Adat, pada tanggal 14 November 2017

10 Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh Soebakti
Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), him. 40

"Harta warisan yang disebut pusaka di adat budaya Batak ialah milik bersama sebagai
lambang kekeluargaan dan persaudaraan saompu atau semarga. Harta pusaka yang seperti itu tidak
dapat dibagi (pusaka tinggi). Wawancara dengan Sofiani Netti, masyarakat Batak Angkola, tanggal
12 November 2017



Kedua, anak angkat laki-laki akan mendapat marga dari orangtua angkat,
maka konsekuensinya anak tersebut tidak akan memakai marga orangtua aslinya,
bahkan hingga anak yang telah diangkat tadi memiliki keturunan harus tetap
memakai marga orangtua angkatnya, karena sejatinya motif utama pengangkatan
anak pada masyarakat patrilineal adalah untuk meneruskan marga, dan anak laki-
laki lah yang dapat mewariskan marga sehingga marga tersebut tetap eksis dan
tidak punah.

Batak merupakan istilah kolektif untuk menunjukkan keenam sub-rumpun
dari Bangsa Batak (Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola dan Mandailing).?
Masing-masing sub suku Batak ini memiliki perbedaan tersendiri, bahkan Suku
Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing enggan disebut Batak, karena memiliki
perbedaan yang amat kontras dari Suku Toba yang konon katanya asal mula si Raja
Batak.'®* Maka dari keenam sub-rumpun Bangsa Batak, hanya Batak Toba dan
Batak Angkola lah yang sepakat bahwa mereka adalah keturunan si Raja Batak dan

bagian dari bangsa Batak.

12 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Cet. Ke-17 (Jakarta: Penerbit
Djambatan, 1999), him. 94

13 Menurut hasil diskusi yang diberitakan oleh Surat Kabar Waspada (25/10/2017) di Hotel
Madani Medan, diskusi yang berlangusng pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan judul “Mandailing
Menggugat: Mengurai Latar Antropologis-Historis Mandailing bukan Batak”. Diskusi ini
menyimpulkan bahwa hanya Toba dan Angkola yang tetap kukuh menerima disebut Batak,
Mandailing telah menolak disebut Batak sejak 1922, Karo sejak 1952, Simalungun sejak 1963,
Pakpak sejak 1964 dan Nias sejak 1952. Menurut Erron damanik, seorang peneliti Pussis Unimed,
menyatakan bahwa terjadinya penyatuan ke-enam dimulai oleh tulisan karya Payung Bangun yang
kemudian menginspirasi antropolog Koentjaraningrat yang membahas mengenai Batak dan
menuliskan keenam etnis tadi menjadi sub-suku Batak di dalam bukunya Manusia dan Kebudayaan.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Penyebaran Suku Bangsa Batak di Sumatera Utara

Sumber: Daerah Kediaman Orang Batak, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia

Acehnese

Minangkabau

Batak Angkola merupakan pertemuan antara dua suku yakni Mandailing
dan Batak Toba (Batak Utara). Keterkaitan Batak Angkola dengan Batak Toba
yang didominasi agama nonmuslim dapat dilihat dari adat-istiadat yang masih
kental dengan budaya Bataknya, meskipun memiliki tradisi yang berhubungan erat
dengan Batak Toba tetapi uniknya Batak Angkola di dominasi oleh penganut
Agama Islam,** maka hal ini membuat penelitian yang mencoba menggali

bagaimana hubungan hukum Islam dan hukum adat mengenai status anak angkat

14 Adapun presentase penganut agama di Sumatera Utara berdasarkan etnis antara lain,
Agama Islam umumnya dianut oleh sub etnik Angkola (97.8%) dan etnik Mandailing (98.9%).
Sementara agama Kristen umumnya dianut oleh sub etnik Toba (73.8%), Karo (57,7%), Simalungun
(54,9%). Persentase agama Islam untuk sub etnik Pakpak Dairi (50.3%), sub etnik Tapanuli/Sibolga
(50,9%) tampak relatif lebih banyak dibandingkan penganut agama Kristen meskipun terkesan
cenderung berimbang. (Sumber: Presentase Agama berdasarkan sub etnik Batak di Sumatera Utara
berdasarkan data BPS 2010)



dalam pembagian harta warisan di masyarakat Angkola semakin menarik untuk
diketahui. Terlebih lagi budaya etnis Angkola amat menjunjung tinggi nilai-nilai
Adat dan Islam, perpaduan tersebut terangkum dalam ungkapan Hombar do Adat
dohot Ibadat (Custom along side Religion).%®

Perpaduan nilai Adat dan Islam yang saling bahu-membahu (red: harmonis)
ini diantaranya dapat dilihat dari aspek kewarisan, tepatnya pembagian harta
warisan kepada anak angkat laki-laki. Kedudukan anak angkat laki-laki dalam hal
pembagian warisan jika dilihat dari segi adat yang menganut sistem patrilineal tentu
hak waris hanya jatuh ke pihak laki-laki meskipun latar belakangnya adalah anak
angkat namun ia tidak dapat dianggap orang asing lagi, anak angkat berhak atas
warisan sepanjang telah dilakukannya proses pengangkatan anak maka telah
menghapus perangainya sebagai orang asing. Tetapi di sisi lain, suku Batak
Angkola adalah subsuku Batak dengan masyarakat mayoritas beragama Islam, dan
agama Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris.

Penelitian ini tidak lain adalah ingin membuktikan dalam tataran
epistemologis bagaimana hukum adat dan hukum Islam itu saling bahu membahu
guna menemukan solusi hukum yang tepat dengan tidak merusak prinsip dan nilai
yang tertanam dimasing-masing sistem hukum. Penelitian adat merupakan

penelitian yang dinamis, karena adat rentan dengan perubahan. Adat cenderung

15 Wawancara dengan Ahmad Rizal hasibuan, Tokoh Adat Batak Angkola, pada tanggal
10 Januari 2018



mengikuti perputaran jaman, maka perlu dikaji perkembangannya agar dapat
mengetahui apakah hukum adat masih hidup atau sudah berubah, dan kearah mana
perubahan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Status Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat
Batak Angkola di Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara”, untuk menemukan
bagaimana hubungan yang tercipta antara hukum Islam sebagai agama yang

mayoritas mereka anut dan hukum adat dalam kasus tersebut dewasa ini.
B. Pokok Masalah

Suku Angkola adalah sub-suku batak yang didominasi oleh agama Islam.
Dianutnya agama Islam pada masyarakat ini sedikit banyaknya mempengaruhi
berbagai aspek dalam menjalankan aktifitas pada masyarakat tersebut. Dengan latar
belakang masalah diatas maka dapat ditarik tiga pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana status anak angkat dalam pembagian harta warisan di suku Batak
Angkola?

2. Bagaimana pengaruh adat dan agama terhadap status anak angkat dalam
pembagian harta warisan di suku Batak Angkola?

3. Bagaimana hubungan yang terjadi antara Hukum Islam dan Hukum Adat
mengenai status anak angkat dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak
Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



a) Menjelaskan Status atau kedudukan anak angkat dalam proses pembagian
harta warisan dari orangtua angkat di Suku Batak Angkola.

b) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi status anak angkat
dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Angkola

¢) Menganalisis hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan Hukum Adat
pada khususnya mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis, memberikan sumbangan pemahaman dalam bentuk data
dan deskripsi tentang realitas hubungan yang terjadi antara hukum Islam
dan hukum Adat dengan harapan mampu menunjukkan adanya dialektika
yang harmonis antara kedua sistem hukum ini. Disamping itu penelitian ini
juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana dalam khazanah
keilmuan terutama dibidang hukum kewarisan khususnya waris adat.

b) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi
positif bagi masyarakat Batak Angkola sebagai pertimbangan dalam
pengambilan keputusan mengenai pembagian harta warisan kepada anak
angkat, meluruskan persepsi dan meminimalisir praktik pembagian harta
warisan yang telah keluar dari koridor yang telah ada, serta mempertegas
konsistensi hukum Islam dalam penerapannya bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa tulisan dalam bentuk

penelitian mengenai kewarisan, adat, dan hukum Islam. Adapun yang tertera



dalam penelitian ini hanyalah sebagian penelitian saja yakni yang erat kaitannya
dengan tujuan dari penelitian ini diadakan, baik bersifat normatif (doktriner)
maupun empirik.

Pertama, Muhammad Igbal menulis tentang “Status Dan kedudukan
Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif (Studi Kutipan akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta”. Penelitian ini melihat Akibat hukum yang terjadi
terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan kutipan akta
kelahiran perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kemudian Tinjauan hukum
Islam dan hukum positif terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi
anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran. Skripsi dengan pendekatan
normatif yuridis ini hanya fokus terhadap kasus yang terjadi pada salah satu warga,
dan tidak berbau adat.*®

Dari penelitian disebutkan bahwa akibat hukum yang akan timbul
terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran
pada kasus tersebut adalah dalam hal hukum kewarisan, perkawinan, serta
perwalian. Status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung

berdasarkan kutipan akta kelahiran pada studi kutipan akta kelahiran di dusun

16 Muhammad Igbal, “Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)”, Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
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Ambarukmo Depok Sleman ini, statusnya tidak berubah menjadi anak kandung
dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam akta kelahiran anak angkat tersebut
berstatus anak kandung, karena pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengangkatan
tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan
orangtua kandungnya.

Kedua, Muhammad Igbal Juliansyahzen., menulis tentang “Relasi
Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung
Timur”, adalah sebuah tesis yang menggali hubungan hukum Islam dan hukum
Adat dalam perkawinan lelarian dengan fokus penelitian pada masyarakat di
daerah Lampung Timur. Pokok masalah yang diteliti adalah landasan filosofis dan
makna yang terkandung dalam praktek perkawinan lelarian pada masyarakat
Lampung Timur, kemudian bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum
adat dalam praktek perkawinan adat lelarian di Lampung Timur, dan apakah ada
perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat lelarian di masyarakat
adat Lampung di Lampung Timur. Merujuk pada penelitian untuk meraih gelar
magister oleh Muhammad Igbal ini bahwa perkawinan lelarian dimaknai sebagai

bentuk resolusi konflik yang diberikan adat kepada pasangan muda-mudi untuk
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melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan karena beratnya persyaratan dan
prosedur yang diharuskan kepada calon mempelai jika melalui adat Lampung.*’

Penelitian Igbal pada tesis ini menyimpulkan bahwa relasi Islam dan Adat
dalam konteks perkawinan adat lelarian berlangsung secara berdampingan dan
harmonis. Pergeseran nilai ideology-adat pada perkawinan di pengaruhi oleh
berbagai faktor keterbukaan akses antara laki-laki dan perempuan, kurangnya
penghayatan generasi muda dan adat budaya masyarakat Lampung. Tesis ini
menelusuri hubungan yang terjadi antara hukum Adat dan hukum Islam dalam
sebuah perkawinan yang berbau adat. Perbedaannya dengan penelitian yang
penulis susun adalah pada objek yang digunakan, penelitian penulis kali ini
memusatkan perhatian pada kewarisan anak angkat di adat patriarki yang
mayoritas menganut agama Islam dan mencoba menggali pola hubungan yang
terjadi antara hukum Islam dan hukum Adat.

Ketiga, Jurnal oleh Nadya Rahmayanti yang berjudul Kedudukan Anak
Angkat Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku
Karo Desa Sugihen Kec. Juhar Kab. Karo. Fokus penelitian untuk menjawab
apakah anak angkat perempuan diakui oleh masyarakat adat Suku Karo Desa

Sugihan dan bagaimanakah kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum

17 Muhammad Igbal Julianzyahzen, Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam
Perkawinan Adat Lelarian di lampung Timur, Tesis, 2015 (tidak diterbitkan) UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta
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waris masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen Kec. Juhar Kab. Karo. Hasil
penelitian disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tidak
tunai namun mengakibatkan hubungan orangtua kandung dengan anak perempuan
angkat menjadi putus. Masyarakat adat suku Karo Desa Sugihen mengakui adanya
pengangkatan anak perempuan. Kedudukan anak angkat perempuan dalam harta
warisan orangtua angkat dalam harta warisan orangtua angkatnya tidak sama
dengan kedudukan anak laki-laki. Perempuan hanya mendapat harta berdasarkan
pemberian dari orangtua angkatnya dan pengecualian terhadap harta peninggalan
berupa tanah dari pemberian ibu untuk dikelola oleh anak angkat perempuan dapat
dijual dengan persetujuan dari pihak Bapak.

Berbeda dengan penelitian yang penulis susun yakni anak angkat berjenis
kelamin laki-laki dimana masyarakat Batak Angkola juga sudah mengenal aturan
hukum Islam tentang kewarisan anak angkat dan pendekatan yang penulis gunakan
yakni sosiologi hukum Islam, sedangkan Batak Karo dalam penelitian jurna
tersebut disominasi oleh masyarakat non muslim, untuk itu pendekatan yang
digunakan lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif.

Keempat, penelitian oleh Supri dengan judul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Adat
Melayu Bangka (Studi Kasus Di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk
Prov. Bangka). Supri meninjau hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat atas

harta peninggalan orangtua angkat pada masyarakat Melayu Bangka dengan lokasi
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penelitian di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka.
Disamping itu pada skripsi dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Filosofis ini
mencoba mengungkapkan bagaimana proses pembagian harta warisan menurut
hukum adat Melayu Bangka dan hak-hak anak angkat untuk memperoleh harta
warisan dari orangtuanya.

Dari hasil penelitian diperolen bahwa hak anak angkat dalam hal
pemeliharaan  kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dsb, beralih
tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkat. Anak angkat
mendapat bagian yang sama dengan anak kandung. Prosedur pembagian harta
warisan kepada anak angkat pada masyarakat Melayu Bangka ada sebagian harta
peninggalan orangtua angkat dan kandung dibagi sama rata berdasarkan
kesepakatan dan apabila terjadi sesuatu dalam pembagian harta tersebut maka
yang menentukan bagian anak angkat adalah anak kandung paling tua.'® Perbedaan
lokasi penelitian dan sistem kewarisan adat yang dianut menjadikan penelitian
yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian oleh Supri.

Kelima, Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Yopita Arihta
dengan judul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat

Batak Karo di desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo

18 Supri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat atas Harta Warisan
dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka
Induk Prov. Bangka), Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2012.
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Sumatera Utara”. Penelitian ini memilih fokus masalah tentang Kedudukan anak
angkat dalam hukum adat Batak Karo di Desa Ajibuhara dan Pelaksanaan
pewarisan anak angkat pada masyarakat Batak Karo di Desa Ajibuhara. Studi
penelitian ini adalah pada masyarakat Batak Karo, meskipun masih dalam ranah
Batak, namun secara detailnya Batak Karo memiliki proses pembagian waris yang
berbeda dengan suku Batak Angkola yang berada di sebelah Selatan. Batak Karo
adalah masyarakat dengan agama mayositas Kristen Katholik atau Protestan,
dalam proses pembagian warisnya yang tentu tidak terpengaruhi oleh hukum
Islam. Sedangkan pada penelitian skripsi penulis kali ini adalah fokus dengan
kewarisan anak angkat pada masyarakat Batak Angkola yang mayoritas beragama
Islam serta bagaimanana relasi hukum yang tercipta antara Islam sebagai agama
mayoritas yang dianut suku Batak Angkola dan hukum adat sebagai warisan nenek
moyang masyarakat Batak Angkola mengenai kewarisan anak angkat di suku
Batak Angkola tersebut.®

Dari hasil penelitian dengan pendekatan yuridis mengenai bagian anak
angkat didalam harta warisan di Batak Karo dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yakni: 1) Proses pelaksanaan pembagian harta warisan anak angkat di Desa
tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah, dimana para pewaris (orangtua

angkat) melakukan musyawarah terlebih dahulu atas bagian-bagian dari harta

19 Yopita Arihta, Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Adat Batak Karo di desa
Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara, Laporan Hasil Penelitian
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warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris. Dalam hal ini, semua anak angkat
mendapat bagian yang sama besar dengan anak kandung dan biasanya mereka juga
memberikan bagian kepada anak perempuan meskipun bagiannya lebih kecil dari
anak laki-laki kandung maupun anak laki-laki angkat. 2) Harta warisan yang
diperoleh untuk anak angkat sama saja seperti anak kandung dimana tidak ada
perbedaan dalam proses pembagiannya, tetapi anak angkat hanya bisa
mendapatkan harta pencarian bersama orangtua angkatnya (erta bekas encari:
harta yang diperoleh orangtua angkatnya selama perkawinan). 3) Adapun bagian-
bagian harta warisan kepada anak angkat dan anak kandung secara tradisi dan
sudah ditetapkan di Desa Ajibuhara Kec. Tiga Panah, yaitu: 2/3 untuk semua anak
laki-laki termasuk juga bagian anak angkat dan 1/3 untuk semua anak perempuan
dari seluruh harta si pewaris ini berlaku juga untuk pembagian kepada anak
angkatnya. Dalam hal ini, harta warisan yang didapat anak angkat baik laki-laki
maupun perempuan bukan lagi berupa pemberian melainkan sudah menjadi hak
anak angkat untuk mendapatkannya. Perbedaan pembagian waris antara anak
angkat dan anak kandung ialah hanya pada harta yang akan dibagi, anak kandung
berhak terhadap seluruh harta kekayaan baik pencarian maupun harta pusaka,
sedangkan anak angkat hanya hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencarian/
harta bersama orangtua angkatnya.

Pembagian harta warisan kepada anak angkat di masyarakat Batak
Angkola sedikit banyaknya telah terpengaruh oleh sistem kewarisan Islam, hukum

kewarisan Islam cukup memberikan khazanah baru dalam proses kewarisan di
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suku Angkola. Disinilah titik perbedaan penelitian yang penulis lakukan,
masyarakat Batak Angkola adalah masyarakat Islam di tengah-tengah Komunitas
Batak yang beragama nonmuslim, namun mereka juga terpaut dengan costum/adat
dengan suku Batak lainnya. Untuk itu penelitian ini penting untuk dilakukan, dan
sejauh pengetahuan penulis melalui penelusuran kepustakaan mengenai penelitian
tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat adat Batak tepatnya Batak
Angkola belum dilakukan. Penulis tertarik untuk meneliti topik “Status Anak
Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara” guna mengisi kekosongan tersebut
dan untuk melihat lebih jauh bagaimana peran hukum Islam di masyarakat Batak

Angkola khsusunya mengenai kewarisan anak angkat.

E. Kerangka Teori

Pengangkatan anak termasuk kedudukannya dalam harta warisan, masing-
masing suku memiliki kebiasaan tersendiri yang akan membentuk sebuah hukum
yang berbeda-beda pula. Anwar Harjono mengatakan bahwa faktor terpenting
dalam pembentukan hukum adalah tempat dan waktu.?®° Dimana tempat dan waktu
yang berbeda dapat mempengaruhi secara proporsional materi hukum tersebut,

yang dalam kaidah figih disebut:

30

20 Anwar Harjono, Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan, (Jakarta: Bulan Bintang 1968), him.
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Hukum adat sebenarnya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan komunitas
tertentu yang menjadi suatu aturan yang tidak tertulis namun eksistensinya tetap
diakui dan prinsip kebiasaan itu dipatuhi oleh komunitas tersebut layaknya sebuah
hukum yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Syariat
Islam sendiri mengenal dan mengakui eksistensi adat, bahkan salah satu kaidah
asasiyah hukum Islam adalah al- ‘adat muhakkamaat ( 4«Saxll salall) yakni adat
dapat menjadi pertimbangan hukum atau al- ‘adat shari’at muhakkamat ( sl
4&as 4ay,4l) atau adat merupakan syariat yang dihukumkan.?? Maka apa yang
telah ditetapkan oleh syara’ secara umum dan tidak ada ketentuan rinci di
dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada ‘urf
(adat).?® Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah tersebut atas ayat 199 Surat

Al-A’raf :

2ol e (m ey el el siall 32

21 Samsul Ma’arif, kaidah-kaidah figih, (Magelang: Pustaka Ramadhan, 2005), him. 77
22 |bid., him. 31

2 Sucipto, “’Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, Vol. 7:1
(Januari 2015), him. 25

2 Al-A’raf (7): 199
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Batak Angkola merupakan komunitas masyarakat adat muslim mayoritas,
jika dibandingkan dengan etnis Batak lainnya yang didomiasi oleh agama Kristen
Protestan atau Katholik. Dengan dianutnya agama Islam maka nilai-nilai hukum
Islam akan masuk dalam sendi-sendi kehidupan. Hukum Islam (figih) sebagai
elemen penting dari Islam itu sendiri dan ketika ia bersinggungan dengan nilai-
nilai lokalitas dan pluralitas akan memiliki titik tumpang tindih. Lokalitas (budaya)
dan Figih adalah dua domain yang berbeda, masing-masing memiliki
interdependensi tertentu namun bukan suatu polarisasi yang absolute. Figih tidak
berarti apa-apa tanpa hadirnya instrument budaya, sedangkan perkembangan
budaya tidak akan memiliki arah yang jelas tanpa ada suatu nilai yang
mengaturnya.?® Selanjutnya adat istiadat yang dapat dianggap menjadi patokan
hukum ialah ketika kebiasaan tadi berlaku secara umum dan tidak bertentangan
dengan hukum Islam, dan jika ia menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai

salah satu hukum.

2656 ¢y skl o <y sl 130 saladl e Lail

% Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta:
Desantara,2001), him. 117

26 Samsul Ma’arif, kaidah-kaidah figih, him. 42
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Hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat selain dapat dikaji dari sisi
konflik?" dapat juga dilihat dengan teori fungsional yang menekankan bahwa
kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mendukung dan melengkapi
satu sama lain. Kajian yang baru mengenai hubungan antara kedua sistem hukum
ini memperlihatkan bahwa secara historis terdapat usaha-usaha yang konsisten
untuk mengakomodasikan kedua hukum Islam dan adat tersebut.?® Kajian
fungsionalisme terhadap kedua sistem hukum diatas antaranya dapat dilihat pada
tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang
menekankan permasalahan hukum adat, hukum Islam, dan Hukum Negara
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga masyarakat Gayo
mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam,
dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan negara. Jika ketentuan

itu dilanggar maka akan mendapat dosa.?®

27 Para akademisi yang mengkaji hubungan antara Hukum Adat dan Agama menggunakan
teori konflik menitik beratkan perhatiannya pada dominasi antara satu dari kedua budaya hukum
tersebut. Realita ini menjadi diskusi yang cukup sengit manakala para akademisi melihat fenomena
tersebut dari perspektif yang berbeda, seperti Van Den Berg dengan teori Receptie in Complexu
yang mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Teori Receptie
oleh Hurgronje berpandangan bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum adat mereka
masing-masing, hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian hal
tersebut dibantah oleh Hazairin dengan teorinya Receptie Exit yang menegaskan bahwa hukum
Islam adalah hukum yang mandiri dan terlepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga Hukum
Islamlah yang berlaku bagi masyarakat Islam. Teori Hazairin selanjutnya dikembangkan dan
diperkuat oleh Sayuti Thalib dengan teori Receptie a Contrario dan menyimpulkan bahwa hukum
adat akan berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

28 M.B.Hooker, Adat Law in Modern Indonesia (Kuala Lumpur: Oxford University Press,
1978), him. 106 ff, sebagaimana dikutip oleh Rato Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan
Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), him. 02

Now, when we consider disputes these days, we find that these three hukums conflict
among theselves. If someone is called to account on the basis of Islamic Law, he runs the rules of
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Masyarakat Batak Angkola juga mengenal keberagaman dalam sistem
hukum, dimana mereka menganggap bahwa hukum adat dan hukum agama akan
senantiasa beriiringan, bahkan dalam keadaan tertentu kedua sistem hukum ini
akan saling menguatkan eksistensi mereka satu sama lain dan hukum negara
merupakan perpaduan dari hukum Agama dan hukum Adat. Ini berarti
melaksanakan ketentuan Agama sama halnya seperti menegakkan hukum adat dan
mematuhi hukum negara, sebab Agama dan Adat selalu berdampingan (hombar ni
Adat dohot Ugamo), dan kedua hukum ini termanifestasikan dalam aturan Negara.

Dengan demikian terlihat bagaimana antara ajaran adat, ajaran Islam, dan
ketentuan negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.
Bagi bowen, ketiga sistem hukum ini memainkan perannya masing-masing.
Hukum Adat (Adat Law) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan
sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan aktifitas
sosialnya. Hukum Islam (syariah/Islamic Law) memainkan perannya melalui
doktrin-doktrin syariah dan fikihnya.®® Fenomena pluralisme hukum ini salah
satunya dapat dilihat dalam proses pengangkatan anak hingga pembagian harta
warisannya pada Masyarakat Adat Batak Angkola yakni bagaimana hukum adat

dan hukum Islam saling mendukung dan menguatkan kedudukan masing-masing.

the stat, Lihat John R. Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public
Reasoning, (Inggris: Cambridje University Press, 2006), him. 30

%0 1bid.
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Hukum adat berperan dalam prosesi pengangkatannya dimana proses ini
merupakan perpaduan antara nilai-nilai hukum Islam dan Adat Angkola yang
dipraktekkan sehari-hari masyarakat setempat. Kemudian dalam proses
pembagian harta warisan kepada anak angkat tersebut telah terjadi suatu dialek
(interaksi) antara hukum adat dan hukum Islam guna menemukan solusi yang
membuat kedua sistem hukum ini tidak kehilangan prinsip masing-masing, dimana
negara menjadi manifestasi dari keduanya. Kajian yang implementatif ini
menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih bisa di
rasakan masyarakat.

Pluralisme hukum merupakan salah satu konsekuensi dari adanya
globalisasi yang ternyata juga diiringi oleh proses glokalisasi, dimana nilai-nilai
“lokal” dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain (borderless state+borderless
law). Dalam situasi dimana hukum dari luar masuk ke dalam masyarakat tingkat
lokal bisa saja terjadi kontestasi atau justru nilai-nilai lokal mengalami reframing,
revitalisasi, reproduksi dalam kerangka penyesuaian diri terhadap prinsip-prinsip
dari hukum “luar” tersebut.3! Dalam penelitian ini, proses pengangkatan anak yang
sesuai dengan prosedural adat Batak Angkola faktanya telah tidak ditemukan pada
masyarakat setempat, dengan demikian tidak berlebihan menyatakan bahwa

tengah terjadi suatu perubahan dalam hukum adat tepatnya pada pengangkatan

31 Sulistyowati Irianto, Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2009), him. 32-34
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anak yang juga akan berpengaruh pada pembagian warisannya. Sebab keberadaan
sistem hukum secara bersama-sama akan menunjukkan adanya saling difusi,
kompetisi, dan tentu saja perubahan sepanjang waktu.?

Untuk melihat hubungan atau pola yang tercipta antara hukum Islam dan
hukum adat dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat pada masyarakat
Batak Angkola, maka penelitian ini menggunakan Teori Transplantasi Hukum.
Paska kolonialisme, Indonesia tengah memasuki babak baru yakni sebagai negara
merdeka dengan konsep modern, konsekuensi selanjutnya adalah sulit untuk
menghindari arus globalisasi®. Hal ini berarti semakin terbukanya kemungkinan-
kemungkinan pertemuan berbagai sistem hukum. Pertemuan berbagai sistem
hukum tersebut pada dasarnya sudah terjadi sejak terbentuknya negara Indonesia
yang plural dengan berbagai hukum adat maupun agama.3*

Transplantasi hukum merupakan sebuah alternatif sebagai upaya
harmonisasi dan menjawab persoalan terhadap dinamika keberagaman hukum di
Indonesia. Alan Watson sebagai tokoh yang mempopulerkan teori ini
mendefinisikan bahwa transplantasi hukum sebagai sebuah proses meminjam,

mengadopsi atau memindahkan hukum dari suatu tempat ke tempat yang lain,

32 1bid., him. 38

3 0.K Saidin, The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian
Copyright Law: Between Standardization and Coagulation, dalam jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27,
No. 3, Oktober 2015, him. 514

34 Hari Purwadi, Dkk, Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai
Norma Dasar dan Hukum Lokal, dalam jurnal Yustisia, Edisi 91, April 2015, him., 49
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kemudian hukum tersebut diterapkan pada tempat yang baru bersamaan dengan
hukum yang telah ada sebelumnya.® Jika merujuk pada penelitian Kkali ini, berarti
hukum Islam (hukum agama mayoritas masyarakat setempat) sebagai hukum yang
dijadikan rujukan oleh masyarakat Batak Angkola guna menentukan posisi anak
angkat dalam pembagian harta yang selama ini diatur oleh hukum adat/kebiasaan.
Watson dalam hal ini tidak menganggap bahwa kriteria sosial dapat
dijadikan panduan efektif untuk reformasi hukum. la berpendapat bahwa ukuran
keterjangkauan, kebiasaan, dan mode (accessibility, habit, and fashion) menjadi
kriteria utama untuk memilih aturan hukum mana yang dapat dipinjam serta
ditransplantasikan kedalam sistem hukum sendiri. Kesemuanya itu dilandasi
kepercayaan bahwa mengadopsi hukum “luar” dan menempatkannya pada hukum
yang telah ada merupakan solusi yang tepat karena diambil dari ‘sistem hukum
yang lebih maju’ dari tempat-tempat tertentu dimana hukum tampaknya lebih
bekerja dengan baik dari pada yang terjadi di wilayahnya sendiri.®
Keterjangkauan (accessibility) tidak selalu berkaitan dengan jarak tetapi
lebih berkaitan dengan kondisi atau ada tidaknya sarana-prasarana dan komunikasi

yang dapat dipakai. Faktor berupa ekonomi, pendidikan, teknologi dan

%5 Alan Watson, Legal Transplants an Approach to Comparative Law (London: The
University of Georgia Press, 1993), him. 21, sebagaimana dikutip dalam tesis oleh Muhammad Igbal
Julianzyahzen, Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di lampung
Timur, him. 27 (Skripsi tidak diterbitkan) Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

3% Sulistyowati Irianto dkk. -Ed.1, Kajian Sosio Legal, (Denpasar: Pustaka Larasan,
Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Groningen, 2012), him. 195-196
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perkembangan jaman dapat menjadi dasar lebih terjangkaunya suatu hal.
Sedangkan kebiasaan (Habit) merupakan pola untuk melakukan tanggapan
terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang
dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Selanjutnya kebiasaan
akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam
putusannya, ini berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Menurut Mr. J.H.P
Bellefroid, Kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak
ditetapkan pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin
bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.®’ Perbedaan prinsipil antara hukum
kebiasaan dan hukum adat yaitu, 1) hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis
sedangkan hukum adat, ada yang tertulis dan ada yang tidak. 2) hukum kebiasaan
berasal dari kontrak sosial sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek
moyang, agama dan tradisi masyarakat.

Terakhir sebagai kriteria utama dalam mempertimbangkan aturan hukum
mana yang dapat dipinjam dan ditransplantasikan ke dalam sistem hukum sendiri
ialah mode. Secara etimologi Mode adalah bentuk nomina yang bermakna ragam
cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu (tata pakaian, potongan rambut,

corak hiasan, dsb).®® Gaya yang dapat berubah dengan cepat. Apabila mode baru

37 Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu
Pengenalann Pertama Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), him. 45

38 Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,
2007)
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muncul, maka yang sebelumnya dianggap kuno dan lambat laun akan ditinggalkan.
Mode dianggap indah pada suatu masa, digemari dan diikuti oleh orang banyak.

Menurut Watson, ketiga hal tersebut (accessibility, habit, and fashion)
merupakan prioritas utama untuk mempertimbangakan hukum yang bagaimana
akan ditranplantasikan. Dalam kasus ini, proses pengangkatan anak dengan cara
menunaikan seluruh prosesi adat dinilai sudah kuno dan tidak mode. Disamping
itu, pengangkatan anak secara adat juga dinilai menghabiskan banyak dana serta
waktu menjadi tidak efisien hingga masyarakatpun sulit menjangkaunnya.
Kemudian, mengingat praktek pengangkatan anak secara adat juga tidak lagi
ditemukan di lapangan (lokasi penelitian) hal ini membuktikan bahwa ritual
pengangkatan dengan memenuhi keseluruhan persyaratan adat tidak lagi menjadi
kebiasaan masyarakat Batak Angkola.

Pada dasarnya proses transplantasi terjadi secara bertahap, alamiah (nature)
dan bukan merupakan sesuatu yang sulit. Karenanya banyak perubahan-perubahan
sistem hukum akibat proses tranplantasi hukum ini. Hingga Watson berkesimpulan
bahwa transplantasi adalah cara utama bagi suatu sistem hukum untuk tumbuh

kembang (the most fertile source of development).®®

39 Watson, Legal Transplant an Approach, him. 95. Baca juga pada him. 114, sebagaimana
dikutip dalam tesis oleh Muhammad Igbal Julianzyahzen, Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat
dalam Perkawinan Adat Lelarian di lampung Timur, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta (2016), him. 28
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Terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai
dalam komposisi masyarakat mengahasilkan suatu masalah sosial, karena terdapat
ketidak sesuaian antara standar nilai yang diterima atau dianut oleh masyarakat
tersebut.*® Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum itu
sendiri. Oleh karena itu proses transplantasi merupakan sebuah realitas yang juga
terjadi pada masyarakat suku Batak Angkola di Tapanuli Selatan sebagai upaya
harmonisasi guna mempertahankan eksistensi kedua hukum tersebut.

F. Metode Penelitian
Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas,
maka penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Batasan Penelitian
Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan memudahkan penulis dalam
menyusun rangkaian penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan.
Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan baik setelah
pemekaran maupun sebelum wilayah ini dimekarkan. Hal itu berarti untuk
lokasi penelitian, penulis melihat secara umum wilayah yang padanya terdapat
masyarakat Batak Angkola yang memahami mengenai topik yang peneliti
susun. Selanjutnya, pada masyarakat Batak Angkola yang umumnya berasal

dari Tapanuli Selatan ini ternyata diketahui tidak hanya menganut agama Islam,

40 Sujipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),
him. 41
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maka fokus penelitian penulis kali ini hanya pada suku Batak Angkola yang
beragama Islam. Mengenai anak yang diangkat, pada penelitian ini penulis
hanya membahas anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki, hal tersebut di
dasari logika umum pada masyarakat patriarki yang cenderung menginginkan
keturunan laki-laki, maka jika perkawinan tersebut belum dikaruniai anak laki-

laki, pengangkatan anak adalah solusinya.

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research,
yaitu data yang diambil dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah
fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai data primer. Sumber data primer
dalam hal ini yaitu data-data tentang proses pembagian harta warisan kepada
anak angkat yang dilakukan olen masyarakat adat Angkola di Kabupaten
Tapanuli Selatan. Maka sumber utama penelitian ini diperoleh dari observasi
langsung pada masyarakat Batak Angkola yang terlibat dalam pembagian harta
warisan kepada anak angkat yang kemudian dapat disebut sebagai informan.
Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Tokoh Adat, mereka dibutuhkan untuk menggali data-data mengenai
pengetahuan mereka tentang peran adat/tokoh adat dalam proses
peengangkatan anak hingga pembagian harta warisan kepadanya.

b. Tokoh Agama, mereka memberikan informasi tentang praktek
pembagian harta warisan kepada anak angkat dan memberikan

perspektif dari sudut pandang agama (Islam).
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c. Masyarakat adat Angkola, yaitu mereka yang melaksanakan praktek
pengangkatan anak.
Sumber data sekunder yakni data pendukung dalam penelitian ini ialah pustaka
(library research), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan
dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan
kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan,** yang berkaitan praktek
waris adat Batak, relasi hukum Adat dan hukum Islam, yang terdapat dalam
buku-buku, jurnal dan publikasi-publikasi lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pertama, observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dilakukan dengan
cara melihat, mengamati, dan mencermati serta “mereckam” prilaku secara
sistematis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang
diamati, akttivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat
dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan prilaku yang dimunculkan.*?
Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Tapanuli Selatan sebagai basis suku
Batak Angkola di Sumatera Utara.
Kedua, dokumentasi yaitu melihat atau menganalisis dokumen untuk

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis

4l Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta:Kurnia Kalam
Semesta, 2003), him. 7

42 Haris Herdiansyah, Metologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),
him. 131-132
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dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang
bersangkutan.*®Pada penelitian ini studi dokumentasi berkaitan dengan
interkasi antara hukum Islam dan hukum Adat, data ini diolah dan dianalisis
bersama data primer yang diperoleh dari lapangan.

Ketiga, wawancara yaitu data-data yang didapat dari interview (wawancara)
yang dilaksanakan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui atau
mengalami langsung fenomena yang sedang diteliti. Jumlah informan yang
diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri
dari 3 (tiga) orang sebagai tokoh adat, 3 (tiga) orang selaku tokoh agama, 3
(tiga) orang sebagai akademisi, dan 4 (lima) orang selaku masyarakat biasa dan
diantaranya pelaku pengangkatan anak atau anak yang diangkat.

Dalam menenentukan informan yang akan diwawancarai, penulis
menggunakan teknik sampling yakni nonprobability sampling* tepatnya
snowball sampling yakni Sampel atau responden dipilih berdasarkan

penunjukan/rekomendasi sebelumnya. Dasar yang dipergunakan adalah teknik

# 1bid., him. 143

4 Nonprobability Sampling adalah Suatu teknik pengambilan sampel di mana peran
peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar
yang menjadi ukuran seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya. Hasil yang
diperoleh tidak digunakan untuk membuat generalisasi, tetapi hanya memberikan gambaran kasar
tentang suatu kumpulan elemen. Sebab tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan
yang sama untuk menjadi responden. Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), him. 87
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sosiometri®®. Disebut snowball sampling (sampel bola salju) karena teknik ini
mengambil sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama
menjadi besar. Sampling dalam penelitian ini meliputi, pemuka adat/tokoh adat
Batak Angkola, pemuka agama, akademisi yang berasal dari Batak Angkola,
pelaku pengangkatan anak dan anak yang diangkat, serta masyarakat yang
memahami megenai fenomena yang diteliti, baik yang berada di wilayah

Tapanuli Selatan maupun sekitarnya.

O
V\
O @O O O
®

Proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif snowball

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proposal
penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai orang pertama sebagai
sumber data. Informan awal ini sebaiknya dipilih oleh orang yang bisa
“membuka pintu” untuk menggali data yang diperlukan secara luas (mereka
yang tergolong gatekeeper dan knowledgeable informan, dalam penelitian ini
Dr. Mahyar Siregar merupakan akademisi yang dalam hal ini berperan sebagai

gatekeepers yang telah menunjuk Patuan Nabanggar (Pemangku Adat Batak

“® 1bid., him. 89
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Angkola, Tapanuli Selatan) sebagai Informan pertama dalam penelitian.
Selanjutnya oleh informan pertama (A) akan disarankan ke B dan dan C. Dari
C dan B belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti ke F dan G. Dari
F dan G belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke E atas
rekomendasi dari informan sebelumnya. Selanjutnya ke H, ke G, ke | dan
terakhir ke J. Setelah sampai J data sudah jenuh, sehingga sampel sumber data
sudah mencukupi, dan tidak perlu menambah sampel yang baru.
4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke
lapangan untuk memperoleh pengetahuan yang empiris. Metode pendekatan
yang digunakan ialah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi artinya, peneliti
mengamati praktek kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat suku
Angkola, sebagai pelaku pengangkatan anak.*® Penerapan pendekatan
sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih
mendalam terhadapa gejala-gejala sosial seputar hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soekanto ialah cabang ilmu yang mempelajari
hukum dalam konteks sosial, yang secara analitis dan empiris mempelajari

pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.*’

46 M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam” dalam Mencari
Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2000), him. 30 dan 95

47 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), him. 233
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Yakni sejauh mana hukum itu mampu mempengaruhi tingkah laku sosial dan
berpegaruh terhadap pembentukan hukum. Menurut Sudirman Tebba akan
lebih menarik jika mengkaji proses hubungan timbal balik tersebut terhadap
hukum Islam, sebab hukum Islam (figih, syariah) secara teoritis berkaitan
dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi)
sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang
dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.*®
5. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif*dengan menggunakan
tiga komponen pokok dalam prosesnya, yaitu data reduction, data display, dan
conclusion drawing.*® Untuk mendukung analisis diatas, metode analisi yang
digunakan adalah deskriptif-analisis, yakni mendeskripsikan kehidupan sosial
masyarakat suku Angkola dan hubungannya dengan Agama Islam kemudian
peneliti memberikan analisis seperlunya sebagai upaya untuk memahami

kehidupan masyarakat suku Angkola.

“8 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 2003), him. 1-2

49 Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami yang bersifat langsung
dan pelaku riset sebagai instrument kunci, membutuhkan waktu yang relative lama untuk berbaur
dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat berskripsi yang artinya peneliti
mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-bukti.
Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial (Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011),
him. 240-242

%0 Herbitus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis (Surakarta:
Pusat Penelitian UNS, 1988), him. 22
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dan mendapat hasil yang sistematis,
maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang unsur-unsur persyaratan dalam
suatu penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang suatu permasalahan
sehingga diperlukannya sebuah penelitian yang kemudian dirumuskan
permasalahanya. Dari rumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan tujuan dan
kegunaan penelitiannya. Penggunaan tinjauan pustaka juga diuraikan dalam bab ini
yang berguna untuk memposisikan penelitian penulis dan guna mengetahui sejauh
mana penelitian yang sejenis sudah dilakukan. Kerangka teoretik dan metode
penelitian juga termasuk dalam bab ini agar dapat menjadikan penelitian ini sesuai
dengan tujuan dan kegunaannya. Kemudian Sistematika pembahasan diuraikan
untuk menghantar perumusan penelitian. Semua penulis letakan di dalam bab satu
agar sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, penulis memiliki gambaran baik
mengenai latar belakang dari judul yang diangkat, permasalahan yang akan
diselesaikan hingga pada cara yang akan digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada sehingga penelitian bersifat sistematis dan terencana.

Bab Il adalah bab pemaparan tinjauan teoritis yang memuat aturan kewarisan
mengenai pembagian harta warisan anak angkat menurut Hukum Islam. Hal
tersebut guna mendapatkan sisi normatifnya bagaimana, sebagai tolak ukur untuk
melihat jikalau terjadi pergeseran maupun perubahan dalam nilai hukum tersebut.

Kajian ini diletakkan pada bab dua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini.
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Bab 11l adalah bab menjelaskan data-data terkait gambaran umum tentang
masyarakat Batak Angkola hingga tradisi pembagian harta warisan pada anak
angkat yang hidup dalam masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan,
untuk melihat bagaimana status anak angkat dalam pembagian harta warisan
orangtua angkatnya. Hal ini penulis letakkan di bab tiga karena, setelah mengetahui
tataran normatif dari proses pembagian waris kepada anak angkat maka dapat
dilihat bagaimana nilai-nilai hukum Islam mulai merasuki dan mempengaruhi
proses pembagian waris kepada anak angkat dalam suku tersebut. Dengan
memaparkan realitas yang terjadi dilapangan mengenai pembagian harta warisan
kepada anak angkat dan faktor-faktor yang mepengaruhi, harapannya sudah
memiliki gambaran untuk menguraikan data guna menganalisisnya.

Bab IV adalah bab analisa hasil penelitian tentang realitas yang terjadi dan
mempengaruhi bagaimana status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada
masyarakat Batak Angkola. Bagaimana peran hukum adat dan hukum Islam
menciptakan pola hubungan dalam proses pengangkatan anak hingga pembagian
harta warisannya. Pembahasan ini di letakkan pada bab empat di karenakan dengan
telah memahami konsep, teori, serta data, penulis dapat menganalisis data yang ada,
dianalisis dengan teori yang digunakan dengan menitik beratkan pada analisis
terhadap perspektif hukum Islam. Sehingga persoalan yang ada dapat dijawab.
Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang
dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran ialah

berupa saran akademik untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Anak angkat yang diangkat dengan menunaikan seluruh persyaratan adat
akan menjadi anak yang berhak mewarisi harta, marga, dan kedudukan
orangtua angkatnya. Maka status anak angkat dalam pembagian harta
warisan menurut adat masyarakat Batak Angkola ialah seperti bagian anak
kandung apabila sudah dilakukan pemotongan kerbau, persidangan adat dan
horja (pesta) dengan mengundang para tetua adat, dalihan natolu, dan
masyarakat sekeliling kampung.

2. Berdasarkan observasi lapangan, telah terjadi Islamisasi pada masyarakat
Batak Angkola dimana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi
pada proses pengangkatan anak hingga pembagian waris kepada anak
tersebut. Pengaruh adat dan agama antara lain terlihat dari:

a. Hukum adat mengalah dalam arti ia mengubah cara melakukan
pengangkatan anak dan memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam
proses pengangkatan tersebut. Intinya hukum adat telah berubah
dipegaruhi oleh hukum Islam yang berimplikasi pada penentuan bagian
waris anak angkat yang tidak lagi seperti anak kandung, sebab ia tidak

menuanaikan prosedur adat secara sempurna (Islamisasi Adat).

105
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b. Hukum Islam bekerjasama dalam penentuan pembagian harta waris
kepada anak angkat, hukum Islam yang awalnya tidak mengatur
mengenai pembagian waris kepada anak angkat, namun dalam hal ini
anak angkat mendapatkan warisan melalui wasiat yang wajib diberikan.
Nominal wasiat tersebut maksimal adalah 1/3, ini menjadikan anak
angkat dapat dipastikan memperoleh harta warisan orangtua angkat
meskipun melalui wasiat, hal ini membuat hukum Islam menurunkan
frekuensi kekakuannya karena dihadapakan pada situasi, tempat, dan
waktu yang berbeda.

3. Pola hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam proses
pembagian warisan anak angkat pada masyarakat Batak Angkola yang
berada di Tapanuli Selatan merupakan hasil dialektika alami yang menelan
waktu cukup panjang. Sifat hukum adat yang fleksibel (berubah sesuai
dengan urgensi dalam masyarakat) serta dinamis (mengikuti laju
perkembangan) namun juga statis karena tidak bisa hilang dalam suatu
masyrakat, menyebabkan hukum adat rentan akan pembaharuan. Dengan
demikian hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat
mengenai status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada
masyarakat Batak Angkola antara lain:

a. Pertautan Hukum Adat dan Hukum Islam
Pertautan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris
anak angkat berjalan berdampingan. Dalam kasus ini tidak hanya adat

yang bertransformasi dan menguatkan eksistensi hukum Islam (dalam
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hal ini upa-upa merupakan perubahan bentuk hukum adat dimana
hukum adat dan hukum Islam saling bersinergi), namun juga hukum
Islam melakukan pembaharuan dengan memberikan kesempatan anak
angkat mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 .

. Transplantasi Hukum

Pergeseran nilai-nilai adat pada proses pengangkatan anak hingga
pembagian warisannya pada masyarakat Batak Angkola adalah salah
satu bentuk upaya transplantasi antara kedua subsistem hukum.
Transplantasi ini bertujuan agar hukum yang berlaku di masyarakat
lebih efisien tanpa membebani masyarakat itu sendiri, dan yang
terpenting tidak menyalahi prinsip masing-masing hukum tersebut.
Pertimbangan dalam melakukan transplantasi, pertama keterjangkauan
yakni aturan yang baru dinilai lebih mudah dijangkau dibandingkan
dengan aturan yang sudah ada sebelumnya baik dari sisi ekonomi dan
efiseiensi waktu. Kedua kebiasaan yakni masyarakat Batak Angkola
terbiasa melakukan pengangkatan anak dengan hanya melakukan upa-
upa sebab dinilai sudah mewakili ritual adat meskipun tidak sempurna.
Dan terakhir pertimbangan mode yakni bentuk pengangkatan anak yang
dilakukan saat ini lebih merangkul semua generasi dari berbagai macam

status sosial dan ekonomi.

. Asimilasi dan Akulturasi Hukum

Pertemuan kedua sistem hukum ini telah membuat suatu formulasi

hukum baru diawali dengan pencarian akan celah untuk dilakukannya
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rekonsiliasi. Setelah celah tersebut didapat maka baik hukum Islam dan
hukum adat akan mengurangi perbedaan-perbedaan di masing-masing
pihak (asimilasi) kemudian mencari solusi hukum yang mewakili
kepentingan keduanya (akulturasi). Maka penentuan pembagian waris
anak angkat yang dewasa ini dilakukan masyarakat Batak Angkola
merupakan hasil asimilasi sekaligus akulturasi hukum yang meliputi
hukum Islam, Hukum adat Batak Angkola serta hukum Negara

(pluralisme hukum).

B. Saran

Permasalahan mengenai pembagian waris terutama pada anak angkat
masih perlu dilakukan penelitian selanjutnya, sebab adat sendiri rentan akan
perubahan, dan semoga skripsi ini dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian
yang lebih dalam lagi. Pertemuan antar sistem hukum faktanya sulit untuk
dihindari, maka kajian-kajian sosio legal yang didalamnya terdapat upaya-
upaya untuk mendamaikan dua atau lebih sistem hukum yang saling terbentur
perlu disemarakkan. Besar harapan penelitian ini dapat menjadi salah satu
inspirasi untuk kemungkinan harmonisasi apabila terdapat hukum yang saling

kontradiksi dalam satu kegiatan yang sama.
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Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam
rangka menyusun skripsi yang berjudul “Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta
Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera

Utara”.

Hormat Saya




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UMIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGAGA
FAKUL TAS SYARF AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipte Telp. (0274)5312840, Fax.(0274)545614
ftpe/fsyanah. uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-2599/Un.02/DS.1/PN.00 1L 12017 ' 18 Desember 2017
Hal . Permchonan fzin Penelifian
Kepada

- Yth. Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

A Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UiN Sunan Kalijaga Yogyakatainaiohenkepada Bapaxfibu
untuk membarkan izin kepada mahasiswa Fakuitas Syar'ah dan Hukiim U!N Sunan Kalijaga
saebagaimana yang tersebut di bawah ini : '

f

_I

| No . Nama NIM  JURUSAR

1. Uifé?is'iga_fhadhafii Nasution 14350056 Hukum Keluarga fstam

Unfuk mengadakan peneliian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara guna
mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis llmizh (Skripsic) yang befjudut:
‘STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK
ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUAMTERA UTARA”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasin

Wassalamu'alatkum wr.wb.

Tembusan : g
Dekan Fakultas Syarf'ah dan Hukum UIN Sunan Kaiijaga Yogyakarta.




PEMERINTAH DAERAH DA ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATU ANGSA DAN POLITIK '
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Kepada Yth. :
Nomor :  074/10511/Kesbangpoli2a17 Gubernur Sumatera Utara
Perihal :  Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
: Provinsi Sumatera Utara
di Medan |
Memperhatikan surat :
Dari . Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor :  B-2994/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 18 Desember 2017 :
Perihal . Permohonan izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang digjukan, maka dapat diberikar-
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/peneliian dalam rangka

pettyusunan skripsi dengan judul proposal "STATUS ANAK ANGKAT DALA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DIl
KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA” kepada:

Nama :  ULFA RAMADHANI NASUTION

NIM ;14350030

No.HP/identitas :  0B1396679668/1223066801960001

Prodi/Jurusan . Hukum Keluarga Islam

Fakuitas 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian :  Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Waktu Penelitian ;2 Januari 2018 s5.d 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3.  Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-

lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4, Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimat 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebeiumnya pahng lambat 7 (tu;uh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabﬂa ternyata pemegang :
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. _

Demikian untuk menjadikan makium. '
KEPALA

BANGPOL DIY

B ot

) BADAL KEEBANGPOL provel
a6 no w0 70~59 (BB P
SR e e
TGeAL 15 fanuar) Ko,

Tembusan disampaikan Kepada Yih ;

1. Gubemnur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan,




BADAN KESATUAN BANG@SA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari K@ba@ ?{3\ \{bgwpmpcﬂ Diterima Tgl s 39\“\;\(&?{ 2018
No. Surat 039 {10501 | Keshanaypoy ] 2017 No. Agenda e Hg-?/Bk/g-p.
Tel Surat : 20 Desember 2011 Sifat . '
(3 Biasa O3 Sangat segera O3 Segeral Rahasia

Perihal : QQKBW\Q‘(\AUM Pencevitian
6\“" U\’m QC‘MG&U\’\GM Nmsu&i()r\

Diteruskan kepada Sdr . : Dengan hormat harap :
[ ISekretaris L] Tanggapan dan saran
[ IBidang I L] Proses lebih lanjut
[IBidang IT [1 Koordinasi / konfirmasikan
[IBidang 11 R
OBidangiv -

Catatan - \{gh \aban kebang wot Busu, Tohon Perway | osahian




CURICULUM VITAE

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Batu, 28 Januari 1996

Nama Ayah : M. Ridwan Nasution

Nama lbu : Mahyar Siregar

Alamat Asal : JI. Lintas Sumatera Utara, Aek Kota Batu,

Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara
Alamat Sekarang : JI. Bima Sakti No. 403, Sapen, Demangan
Gondokusuman, Yogyakarta

Email : ulfa.ramadhani.nasution.28@agmail.com

Latar Belakang Pendidikan:

1. SD Negeri 118184 Pepro (2008)
2. MTS PP. Raudhatul Hasanah, Medan (2011)
3. MAS PP. Raudhatul Hasanah, Medan (2014)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

Demikian Curiculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ulfa Ramadhani Nasution


mailto:ulfa.ramadhani.nasution.28@gmail.com
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